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NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) yang berkepanjangan berdampak pada
tertundanya persiapan pelaksanaan tahapan penghentian
siaran televisi analog;

bahwa untuk memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat
akan informasi, diperlukan perluasan akses masyarakat
terhadap informasi di bidang pendidikan, kesehatan
masyarakat, kebencanaan, pertahanan, dan keamanan
melalui jasa penyiaran radio atau televisi media terestrial,;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
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Mengingat

Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penyiaran;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 96);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4485);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4566);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4567);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4568);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 304) diubah sebagai berikut:
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Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal,

yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 11A

Untuk keperluan khusus di bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan masyarakat;
c. kebencanaan; dan/atau
d. pertahanan atau keamanan,
dapat diajukan permohonan IPP untuk LPS jasa
penyiaran radio atau televisi melalui media terestrial.
Permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan tanpa pengumuman = peluang
Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2).
Permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk LPS jasa penyiaran televisi meliputi:
a. layanan program siaran; dan/atau
b. layanan tambahan.
Permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mendapatkan rekomendasi dari instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan, kesehatan masyarakat,
kebencanaan, dan/atau pertahanan atau keamanan.
Pengajuan permohonan IPP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen
yang membuktikan pemenuhan:
a. kebutuhan masyarakat; dan
b. ketersediaan slot multipleksing bagi LPS jasa

penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3).
Persetujuan atau penolakan atas pengajuan
permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan secara selektif dan didasarkan pada

hasil evaluasi dengan mempertimbangkan:
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a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha
untuk LPS;

b. ketersediaan spektrum frekuensi radio
berdasarkan rencana induk spektrum frekuensi
radio untuk keperluan penyiaran bagi LPS jasa
penyiaran radio; dan

c. pemenuhan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 11B
LPS yang memperoleh IPP berdasarkan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) wajib
menyiarkan program siaran sesuai bidang yang diajukan
paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari

keseluruhan program siaran.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 63 diubah dan
ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), dan
ayat (7) sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Penghentian Siaran televisi analog dilakukan dengan
berpedoman pada penahapan berdasarkan Wilayah
Layanan Siaran dengan keseluruhan waktu
pelaksanaan yang tidak melewati tanggal 2
November 2022 pukul 24:00 Waktu Indonesia Barat.

(2) Tahapan penghentian Siaran televisi analog
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui 3 (tiga) tahapan yang terdiri atas:

a. Tahap I: paling lambat 30 April 2022;
b. Tahap II: paling lambat 25 Agustus 2022; dan
c. Tahap III: paling lambat 2 November 2022.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Setiap Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan

jasa Penyiaran televisi dengan media terestrial
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